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Reformasi Birokrasi

Kepentingan mengakomodasi partai politik selalu muncul saat pembahasan regulasi yang mengatur
soal jumlah kementerian. Kepentingan reformasi birokrasi harus mengalah.

Kurnia Yunita Rahayu

epentingan politik me-

mang bisa mengubah

apa pun, tidak terkecu-
ali stkap DPR yang bersikukuh
membatasi jumlah kementeri-
an dalam kabinet melahui Un-
dang-Undang Nomor 39 Ta-
hun 2008 tentang Kemente-
rian Negara untuk mencipta-
kan pemenntahan yang efektif.
Enam belas tahun berselang
sejak legislasi itu disahkan,
DPR mengusulkan untuk
menghapus pembatasan jum-
lah kementerian dengan argu-
mentasi serupa Lantas, apa-
kah cita-cita untuk mencipta-
kan tata pemerintahan yang
baik hanya sekadar jargon?

Badan Legislas: (lhleg) DPR

kan draf
Undang-Undang No 392008
tentang Kementenian Negara
pada Kamis (17/5/2024). Da-
lam rapat pleno yang digelar
selama tiga han, Baleg telah
merumuskan naskah revisi un-
dang-undang yang bakal dia-
Jjukan sebagai RUU usul ini-
siatif DPR dalam waktu dekat.
Perubshan pertama terhadap
undang-undang yang dibahas
dan disahkan pada era peme-
nntahan Presiden ke-6 RI Su-
silo Bambang Yudhoyono itu
terkait satu hal, yakni pem-
batasan jumlah kementerian di
kabinet. Sembilan fraksi partai
politik yang ada di DPR satu
suara menvetujuinya,

Sebelumnya, Pasal 15 UU
Kementerian Negara memba-
tast jumlah kementenian paling
banyak 34 institusi. Ketentuan
itu diganti dengan menyerah-
kan wewenang penuh kepada
presiden untuk menetapkan
Jjumlah kementerian sesuai de-
ngan kebutuhannya. Hanya sa-
Ja, presiden harus tetap mem-
perhatikan prinsip efektivitas
pemerintahan.

"Perubahan ini dalam rang-
ka memperkuat sistem presi-
densial kita bahwa stapa pun
E{:ldcnmu tidak boleh di-

ci terkait dengan angka
menyangkut soal jumlah ke-
menterian maupun nomenkla-
tur kementerian sehingga nan-
ti kita berharap efektivitas (pe-
menntahan) berjalan dan itu
dititipkan kepada presiden ter-
pilih,” kata Supratman Andi
Agtas, Ketua Baleg DPR dan
Fraksi Partai Gerindra, di
Kompleks Paslemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (16/5).

Perumusan draf RUU Ke-
menterian Negara yang meng-
ubah ketentuan dasar dalam
penyusunan kabinet itu dila-
kulum lmu huLm menje! lan;.

Kisaran Jumlah Anggota Kabinet dari Masa ke Masa

Era Presiden
Soehart

(1966-1998)

(1998.1099)
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Era Presiden
Megawati Soekarnoputri

33 orang
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mengakomodasi tak hanya
parpol pengusungnya pada Pe-
milthan Presiden (Pilpres)
2024, tetapi juga lawan-lawan
politiknya. Bahkan, muncul
wacana untuk kepentingan itu,
jumlah kementerian bakal di-
tambah menjadi 41,

Sikap DPR merevisi UU Ke-
menterian Negara berbanding
terbalik dengan sikap mereka
saat pertama kali merumuskan
legislasi tersebut. Sejok diba-
has pada 2004, lalu dilanjut-
kan secara intens mulai 2006
oleh Panitia Khusus (Pansus)
RUU Kementerian Negara,
DPR bersikukuh membatasi
jumlah kementerian, Pemba-
hasan RUU kala itu mengha-
biskan waktu lebih dari tiga
tahun karena pemenntah dan
fraksi parpol pengusung peme-
nintah, awalnya PDI Perjuang-
an kemudian Partw Demokrat,
tidak sepakat jika jumlah ke-
menterian dibatast.

Pembah berlarut itu ba-

Presiden Jukn “ ulodo l‘.uLn
saat yang sama, pasangan Pra-
bowo Subianto-Gibran Raka-
buming Raka juga telah dite-
tapkan sebagai presiden dan
wakil presiden terpilih
2024-2029. Meski belum di-
lantik, Prabowo yang jugs Ke-
tua Umum Partai Gerindra itu
sudah mulai merumuskan
bentuk kabinet yang bakal

ru tuntas saat lobi-lobi antara
pemerintah dan DPR di Istana
Bogor. Jawa Barat, pada Maret
2007. Saat ity Presiden Yu-
dhoyono mengusulkan jalan
tengah agar jumlah kemente-
rian yang bisa dibentuk pre-
siden paling banyak 30-35 ke-
mentertan. Akhimya, DPR dan
pemerintah sepakat untuk
membatasi jumlah institusi

37 orang
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Era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
[2004-2014)
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34 orang

pembantu presiden itu paling
banyak 34 kementerian
(Kompas, 22/10/2008),

“(DPR saat itu) pertimbang-
annya adalsh karena kemen-
terian negara menjadi salah
satu kunci penting dalam
membangun pemerintahan
yang bersih, kecil, efektif, dan
eftsien. Penghematan anggaran
juga menjadi pertimbangan,”
tutur Dradjad H Wibowo, ang-
gota DPR periode 2004-2009
dani Fraksi Partai Amanat Na-
sional yang masuk dalam Py
sus RUU Kementerian Negara,
saat dihubungs, Jumat (17/5).

Akomodasi parpol

Untuk menentukan jumlah
kementerian yang ideal, tam-
bahnya, DPR juga meninjau
jumlah kementenian di sgjum-
lah negara. Ide untuk mem-
bentuk kabinet yang tak lebih
dari 20 kementenan juga sem-
pat terlintas, “Sempat berkem-
bang guyon. jumlah kemente-
riannya di bawah 20 saja. Lalu
ada yang nyeletuk, stapa yang
mau berkoalisi jika jumlah ke-
mentenian sedikit,” kata
Dradjad.

Dart guyonan tersebut, te-
rumuskan pula gagasan bahwa
pemernintahan yang didukung
koalisi parpol yang kecil tidak
alan berjalan efeltif. Oleh
karena itu, akomodasi terha-

Era Presiden
Abdurrahman Wahid
(1999.2001)
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36 orang

Joko Widodo
(2014-2024%)
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34 orang
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kementerian harus dibatasi
oleh undang-undang agar pe-
nyusunan kabinet tidak men-
jadi ajang pesta kemenangan
yang berkembang menjadi
korupsi bersama-sama.

"Kekuasaan dan kekayaan
negara ini terlalu sering men-
jadi obyek bancakan para po-
litisi dan orang-orang amatiran
yang masuk kabinet,” kata
Ryaas yang juga menjabat se-
bagai Menter: Negara Pember-
dayaan Aparatur Negara peri-
ode 2000-2001

Menurut Ryaas, jika sekadar
menjadi alat balas jasa presi-
den sehingga mengisinya de-
ngan orang yang tidak kom-
peten, kabinet akan menjadi
beban bag: pemerintahan dan
tidak bisa menjadi penggerak
kemajuan. Jika UU Kemente-
rian Negara diubah dengan in-
tensi tujuan tersebut, itu sama
saja melanggar hak masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan
dari pemerintahan yang baik.
“(Sebab, kabinet yang tidak di-
batasi) pasti akan membuat
pemerintah bergerak lamban.”
kata Guru Besar Institut Pe-
merintahan Dalam Negeri itu

Catatan Kompas, polemik
efektivitas pemerintahan sehe-
lum adanya pembatasan kewe-
nangan presiden dalam penyu-
sunan kabinet pernah terjadi
pada masa pemerintahan Pre-
siden Abdurrahman Wahid
(1999-2001), Saat itu, pemerin-
tah kerepotan saat presiden
memutuskan membubarkan
Departemen Penerangan dan
Departemen Sosial ketika usia
pemerintahannya baru dua bu-
lan. Pemerintah membutuh-
kan waktu satu tahun untuk

me-

fistribusikan 450,000 pe-

dap parpol ¢ pen
rintah jadi fuktor penting
untuk menentukan jumlsh
kementerian,

“Setelah diskusi panjang,
antara lain menghitung ki-
ra-kira berapa jumlah parpol
yang skan berkoalisi dalam pe-
merintahan, ketemu angka se-
ketar 35. Saya lupa kenapa
menjadi 34, sepertinya (itu
terjadi) setelah mengevaluasi
nomenklaturnya,” tuturny

Meski demikian, Ketua De-
wan Pakar PAN itu melanjut-
kan, prinsip untuk membentuk
pemerintahan yang kecil, ber-
sth, efektif, dan efisien tetap
harus dijunjung, Untuk itu,

UL Kementenan Negara yang
membatasi jumlah kementeri-
an paling banyak 34 adalah ti-
tik tengah antara kepentingan
akomodasi politik dan upaya
mewujudkan reformasi biro-
krasi.

Mencegah korupsi

Anggota DPR periode
2004-2009 dari Fraksi Bintang
Pelopor Demokrasi yang juga
masuk dalam Pansus RUU Ke-
menterian Negara, Ryaas Ra-
syid, mengatakan, undang-un-
dang yang dirancang saat itu
Jugn ditujukan agar pemerin-
tah hc-mm-n(.m pada peme-

h. K

gawai dari dua departemen ke
instansi p:-munm.xh lainnya
(Kompas, 10/5/2015),

Setelah kewenangan presi-
den dibatasi melalui un-
dang-undang, pembentukan
kementerian baru juga kerap
memunculkan masalah karena
perebutan kekuasaan atau ke-
wenangan antwrmenteri, Con-
tohnya, saat Kementerian De-
sa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi baru
dibentuk pada swal periode
pertama pemerintaban Presi-
den Joko Widodo, Saat itu se-
mpat terjads tarik-menarik ke-
wenangan antara Menteri De-
sa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Imigrasi Marwan
Jafar dan Menteri Dalam Ne-
geri Tiahjo Kumolo karena se-
belum kementerian baru itu
dibentuk, urusan desa meru-
pakan salah satu bagian yang
angani Kementerian Dalam

ri
Sejumlah persoalan terkait
itu sebelumnya berupaya di-
hindar melalui pembatasan
jumlah kementerian sekaligus
leewenangan presiden yang di-
alam UL Kementerian
aat upaya untuk me-
wujudkan reformasi birokrasi
lx-lum sepenuhnya hcrhus:l

cahan @
presiden menentukan juml.nh

t itu kini
dihapuskan,
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